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PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR

TENTANG

RENCANA PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM

Menimbang

Mengingat

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

a. bahwa dalam rangka upaya penanggulangan

permasalahan kemiskinan esktrem di Daerah, perlu
langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang
sistematik, terpadu dan menyeluruh dalam rangka
meningkatkan pendapatan dan mengurangi beban
pengeluaran serta pemenuhan hak-hak dasar
masyarakat secara layak melalui pembangunan yang
berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan
kehidupan yang bermartabat;

. bahwa Dberdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 20

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta
Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi
dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah melalui Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi
berwenang untuk  menyusun dan menetapkan
Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang
terintegrasi dengan dokumen perencanaan Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam  huruf a dan  huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem
Tahun 2023-2026;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1  Tahun
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun
2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6397);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6867);

. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



2015 Nomor 199);

8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun
2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 10);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020
tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta

Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 794);

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023
Tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun 2023 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA

PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
EKSTREM PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023-
2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.
2.
3.

Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Perangkat Daerah adalah wunsur pembantu Gubernur dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan di Daerah.

Masyarakatdalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih,
sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi
terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Penanggulangan Kemiskinan Esktrem adalah kebijakan dan program
pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis,



terencana dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk
mengurangi jumlah penduduk miskin esktrem dalam rangka
meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

7. Program Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem adalah kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta
masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin
esktrem melalui pemberian bantuan, pemberdayaan masyarakat, serta
program lain dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, yaitu
makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal,
pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD
merupakan dokumen perencanaan pembangunan bagi daerah dengan
masa jabatan kepala daerah yang berakhir pada tahun 2022 atau 2023
sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi
Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023
dan Daerah Otonom Baru.

9. Perencanaan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem, yang
selanjutnya disingkat P3KE adalah dokumen strategi penanggulangan
kemiskinan ekstrem yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan

kebijakan pembangunan daerah dibidang Penanggulangan Kemiskinan
Esktrem yang terintegrasi dengan dokumen Rencana Pembangunan
Daerah.

10.Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya
disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas
pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di tingkat

Daerah.
BAB II
PERENCANAAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM
(P3KE)
Pasal 2

P3KE merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman
dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem dalam
mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2023 sampai
dengan Tahun 2026 dalam bentuk arah kebijakan, strategi, program dan
kegiatan sertam erupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPD.

Pasal 3

(1) Sistematika penyusunan P3KE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
terdiri atas :

bab I : Pendahuluan;

bab II : Kondisi Umum Daerah;



bab III : Profil Kemiskinan Ekstrem di Daerah;

bab IV  : Determinan Kemiskinan Ekstrem di Daerah;

bab V : Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di
Daerabh;

bab VI  : Potensi Sumber Pendanaan Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan Ekstrem di Daerah;

bab VII : Tinjauan Kebijakan Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan Ekstrem di Daerah;

bab VIII : Sistem Pemantauan dan Evaluasi; dan

bab IX : Penutup.

(2)

(1)

)

(1)

(2)

(3)

Dokumen P3KE sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Pasal 4

P3KE menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun
rencana strategis dan rencana kerja dalam wupaya percepatan
Penanggulangan Kemiskinan Esktrem serta menjadi acuan bagi para
pemangku kepentingan dan pemerintah kabupaten/kota di Daerah
dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di
Daerah.

P3KE sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh TKPKD
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Pasal 5

Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Daerah.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan oleh TKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur.

Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Daerah sebagaimana dimaksud



pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

BAB IV
PENDANAAN
Pasal 6

Pendanaan dalam pelaksaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa
Tengah.
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